BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.754, 2016 KEMENKEU. BPDPKS. SPM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.05/2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum menggunakan standar pelayanan minimum yang
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa dalam rangka penetapan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu
ditetapkan standar pelayanan minimum oleh Menteri
Keuangan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan

www.peraturan.go.id



2016, No.754 -

Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5697);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka
Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum

6. Peraturan Menteri Keuanan Nomor 113/PMK.01/2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA DANA

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang
selanjutnya disingkat BPDPKS adalah unit organisasi non
eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat
SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimum yang diberikan oleh BPDPKS kepada
masyarakat.

3. Dewan Pengawas BPDPKS adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPDPKS.

Pasal 2
SPM BPDPKS meliputi substansi layanan pada BPDPKS, yang
terdiri dari:
a. Pengelolaan Dana;
Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;

d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan
Turunannya;

e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;

f.  Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;

g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan

h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

Pasal 3
SPM BPDPKS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 4
BPDPKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

berpedoman pada SPM BPDPKS.

Pasal 5

(1) Direktur Utama BPDPKS melakukan evaluasi SPM
BPDPKS secara berkelanjutan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Menteri Keuangan  melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan SPM oleh BPDPKS.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
melalui Dewan Pengawas BPDPKS.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Keuangan
melalui Dewan Pengawas BPDPKS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7
(1) Direktur Utama menyusun laporan pelaksanaan SPM
BPDPKS setiap semester.
(2) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas BPDPKS
dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat

30 (tiga puluh hari) setelah semester berkenaan berakhir.
Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.05/2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

SPM merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi
oleh BPDPKS yang merupakan instansi pada lingkungan Kementerian
Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU).

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimum yang diberikan oleh BPDPKS dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. SPM ini
perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar
pelayanan BPDPKS dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Satuan kerja BPDPKS dapat ditetapkan sebagai BLU karena telah
memenuhi 2 (dua) syarat utama yang digunakan sebagai indikator utama
pembentukan BLU yakni:

1. Syarat Substantif

BPDPKS bertujuan untuk mengelola dana khusus dalam rangka

meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Syarat Teknis

Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya pada

perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya layak dikelola dan

ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana
direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan

kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.
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Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SPM ini adalah sebagai pedoman dalam

memberikan layanan minimum atas pelaksanaan pengelolaan dana

pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh

BPDPKS.

Tujuan ditetapkannya SPM ini adalah:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan

3. menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa

sawit berkelanjutan.

Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan

SPM ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan
Dana Perkebunan;

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan
Dana Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Sawit.

Tugas

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 61
Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Dan Penggunaan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS bertugas:
1. melakukan perencanaan dan penganggaran;

2. melakukan penghimpunan dana;

www.peraturan.go.id



2016, No.754

melakukan pengelolaan dana;
melakukan penyaluran penggunaan dana;

melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan

o u ok ®

melakukan pengawasan.

Jenis layanan yang diberikan berdasarkan tugas BPDPKS adalah
sebagai berikut:

Pengelolaan Dana;

Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;

Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya,;
Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;

Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;

Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan

e T o

Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

E. Sistematika Penyajian

SPM BPDPKS ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan

BAB I : Komponen Standar Pelayanan Minimum
BAB III : Indikator Keberhasilan

BAB IV : Sumber Daya

BAB V : Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI : Penutup
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BAB II
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Bab ini menjelaskan mengenai komponen standar SPM bagi BPDPKS
dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Komponen standar SPM
meliputi:

1. jenis pelayanan;

2. kegiatan/proses;

3. indikator kinerja; dan
4

maksimum waktu pelayanan.

Tahapan atas pelaksanaan fungsi BPDPKS adalah sebagai berikut:
1.  Pengelolaan Dana meliputi:
a. Usulan pengelolaan dana berupa analisis penempatan kas; dan
b. Usulan pengelolaan dana berupa analisis investasi pembelian surat

utang;

2. Penyaluran Dana meliputi:
a. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
c. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
d

Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;

o

Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan

s

Penyaluran Dana pembiayaan Biodiesel.
3. Urusan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan meliputi:

a. Pengadaan barang dan jasa; dan

b. Melakukan pembayaran atas pelaksanaan anggaran.

www.peraturan.go.id
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BAB IV
SUMBER DAYA

Bab ini menjelaskan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

yang dibutuhkan dalam pencapaian tugas dan fungsi BPDPKS.

A. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan antara lain:
1. Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan-
ruangan yang representatif antara lain:
a. Ruangan Direksi BPDPKS;

b. Ruangan Kepala Divisi;

c. Ruangan Staf;

d. Ruangan Rapat;

e. Ruangan Konsultasi untuk pemangku kepentingan;
f.  Ruangan Arsip;

g. Ruangan Server; dan

h. Ruangan Penunjang Lainnya.

Peralatan yang mendukung teknologi informasi.

Dukungan basis data/informasi yang selalu mutakhir tentang
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit.

Kendaraan operasional.

Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang

direncanakan.

B. Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai BLU pengelola dana, sumber
daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana antara
lain:
1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas terdiri atas sembilan anggota yang terdiri dari unsur
pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur profesional sebanyak 3
(tiga) orang. Anggota unsur pemerintah berasal dari pejabat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Perdagangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Masing-
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masing menteri terkait memberikan usulan nama calon anggota kepada
Menteri Keuangan. Anggota yang berasal dari unsur profesional
merupakan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit maupun pelaku
industri yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Penunjukan
anggota dari unsur ini diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri
Keuangan.

2. Direksi Badan Layanan Umum
Direksi merupakan organ BPDPKS yang meliputi Direktur Utama dan
keseluruhan Pejabat Pengelola lain, antara lain:
a. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko;
b. Direktur Penyaluran Dana;
c. Direktur Penghimpunan Dana;
d. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana; dan
e. Direktur Kemitraan.
Melalui rapat Dewan Direksi, Direksi memiliki kuasa untuk mengambil
keputusan terkait pengelolaan dana.
Komposisi Direksi merupakan perpaduan individu yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sehingga memungkinkan
dilakukan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif,
efisien, dan segera berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
profesionalitas. Komposisi Direksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil
diwajibkan minimal 1 (satu) orang mengingat badan BPDPKS merupakan
badan BLU non-struktural.

3. Satuan Pemeriksa Internal
Satuan Pemeriksa Internal yang tersedia minimum terdiri dari 2 (dua)
orang dengan kualifikasi yang sesuai di bidang pengelolaan dana.

4. Manajemen Menengah (Kepala Divisi)
Manajemen Menengah yang tersedia minimum terdiri dari 2 (dua) orang
yvang memiliki kualifikasi pada bidang administrasi keuangan dan
menajemen sumber daya manusia serta 11 (sebelas) orang yang memiliki
kualifikasi pada bidang teknis.

S. Staf Operasional
Staf operasional yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang pada
masing-masing Manajemen Menengah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas pada bidangnya.

6. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang yang tersedia minimum terdiri atas sopir, pramubakti,
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resepsionis, dan tenaga keamanan.

Selain sumber daya manusia dengan kompetensi di atas, BPDPKS juga
membutuhkan tenaga ahli, penasihat dan konsultan yang independen dengan
kualifikasi berpengalaman pada bidang investasi, peremajaan kebun kelapa

sawit, pembangunan infrastruktur, riset, informasi dan teknologi.
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BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan
pengembangan BPDPKS telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketentuan pelaksanaan pemantauan meliputi:

1. membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang
ditetapkan;

2. dilaksanakan oleh BLU BPDPKS yang berkoordinasi dengan unit/lembaga
terkait;

pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala; dan

metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan

lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan

pelaksana dan penerima layanan.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil
pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPDPKS. Ketentuan
pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi:

1. pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala;

2. metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan,
wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi; dan

3. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan

kinerja pelayanan BPDPKS.
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BAB VI
PENUTUP

SPM ini merupakan pedoman bagi BPDPKS dalam pencapaian layanan
minimum dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa
sawit berkelanjutan kepada pemangku kepentingan, mitra, dan penerima
manfaat BPDPKS.

Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandardisasikan
pelayanan penyaluran dana dan investasi agar proses perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat
dilaksanakan dengan baik.

SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan
penyaluran dan investasi yang akan dilaksanakan BPDPKS sebagai

operator pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit.
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